
PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR £ g TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOMBANA, 

M e n i m b a n g : a. bahwa u n t u k mewu judkan pemer intahan yang baik, 
berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, Satuan Polisi 
Pamong Praja mempunya i peranan yang sangat pent ing 
da lam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Bupat i 
da lam penyelenggaraan pemer intahan Daerah d i bidang 
ketert iban u m u m dan ketentraman masyarakat, penegakan 
p roduk h u k u m Daerah, serta berkewajiban me lakukan 
pembinaan secara berke lanjutan terhadap aparat Satuan 
Polisi Pamong Praja da lam melaksanakan fungsi penegakan 
dan pengawasan kode et ik secara in te rna l baik bagi anggota 
Polisi Pamong Praja m a u p u n Ban tuan Polisi Pamong Praja; 

b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan 
kode et ik sebagaimana d imaksud da lam h u r u f a dapat 
ter laksana berdasarkan ketentuan pera turan perundang-
undangan, per lu membentuk Un i t Petugas T indak Interna l d i 
l ingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
da lam h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan Peraturan 
Bupa t i tentang Pembentukan Un i t Petugas T indak Interna l 
Satuan Polisi Pamong Praja; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten 
Kolaka Utara d i Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 144, Taoibahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4339); / / 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana ter lah 
d iubah dengan Undang-Undangan Nomor 15 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 
Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang Apara tur Sipi l 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5494); 
Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah 
te rakh i r dengan Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 
tentang Cipta Kerja; 
Undang-Undang Nomor 30 T a h u n 2014 tentang Admin is t ras i 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2014 Nomor 292, tentang Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5601); 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 T a h u n 2004 tentang 
Pembinaan J iwa Korps dan Kode E t ik Pegawai Negeri Sipi l 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 
142, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
4450); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4593); 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 T a h u n 2010 tentang Satuan 
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5094); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 T a h u n 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 
tentang Perangkat Daerah; 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 40 T a h u n 2011 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 590); 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dis ip l in 
Kepegawaian Negeri Sipi l (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2010 Nomor 174, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia nomor 4587); 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 54 T a h u n 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong 
Praja; 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 17 T a h u n 2019 
tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipi l , Penyediaan 
Sarana dan Prasarana Min ima l , Pembinaan T e k n i ^ 
Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja: 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 T a h u n 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana 
T a h u n 2016 Nomor 3); 

15. Peraturan Bupa t i Bombana Nomor 47 T a h u n 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS 
TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 
2. Bupa t i adalah Bupa t i Bombana. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupa t i Bombana sebagai u n s u r 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimp in 
pelaksanaan u r u s a n pemer intahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol 
PP adalah adalah bagian perangkat daerah da lam penegakan 
p roduk h u k u m Daerah dan penyelenggaraan ketert iban 
u m u m dan ketenteraman masyarakat serta per l indungan 
masyarakat. 

5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Bombana. 

6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat 
Pemerintah Daerah da lam penegakan p roduk h u k u m Daerah 
dan penyelenggaraan keter t iban u m u m dan ketenteraman 
masyarakat serta per l indungan masyarakat. 

7. Ban tuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Banpol 
PP adalah pegawai kon t rak kegiatan yang membantu anggota 
Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam 
penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketert iban 
u m u m dan ketenteraman masyarakat serta per l indungan 
masyarakat. 

8. Ketert iban u m u m dan ketenteraman masyarakat serta 
per l indungan masyarakat adalah sua tu keadaan d inamis yang 
memungk inkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
masyarakat dapat me lakukan kegiatannya dengan tenteram, 
ter t ib , dan teratur. 

9. Un i t Petugas T indak Interna l yang selanjutnya disebut Un i t 
PTI adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang d iben tuk u n t u k 
me lakukan pembinaan dan pengawasan interna l kode et ik. 

10. Kode E t i k Polisi Pamong Praja adalah sikap mora l dengan pola 
sikap, pola t indak dan per i l aku bagi setiap anggota Satuan 
Polisi Pamona Praja da lam melaksanakan tugas dan 
kewajibannya. / / 



BAB I I 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupa t i i n i d iben tuk Petugas T indak Interna l Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana. 

BAB I I I 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 3 

(1) PTI adalah anggota Satpol PP yang m e n d u d u k i j aba tan 
fungsional yang d i t u n j u k dan berkedudukan d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. 

(2) PTI d i p imp in oleh seorang Komandan PTI yang karena 
jaba tannya dipegang oleh Kepala Sub Bagian u m u m dan 
Kepegawaian. 

Bagian Kedua 
Tugas, Fungsi , dan Wewenang 

Paragraf 1 
U m u m 

Pasal 4 

(1) PTI d isamping bertugas melaksanakan tugas pembinaan dan 
pengawasan in te rna l Kode E t ik Polisi Pamong Praja. 

(2) Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), d i l akukan dengan sinergitas dan menjaga koordinas i antar 
bidang, Seksi/subbag d i l ingkungan Satpol PP. 

Paragraf 2 
Tugas 

Pasal 5 

(1) PTI bertugas: 
a. melaksanakan pembinaan d is ip l in anggota Polisi Pamong 

Praja; 
b. melaksanakan penert iban dan pengamanan interna l 

da lam penegakan d is ip l in anggota Polisi Pamong Praja dan 
serta Kode E t ik Polisi Pamong Praja; 

c. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan 
per i laku dan t indakan anggota Polisi Pamong Praja; dan 

d. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan 
sepanjang t idak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan. II 
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(2) Melaksanakan tugas l a in sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) h u r u f d, me l iput i : 
a. mener ima per in tah dar i atasan sesuai dengan arahan 

p imp inan ; 
b. me lakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 

anggota Satpol PP yang d iduga/patut d iduga melanggar 
kode et ik, d is ip l in , dan standar operasional prosedur d i 
l ingkungan Satpol PP; 

c. memban tu p imp inan menyelenggarakan pembinaan dan 
penegakan d is ip l in serta memel ihara tata ter t ib anggota 
Satpol PP dan Banpol PP; 

d. menyelenggarakan sidang kode et ik anggota Satpol PP d i 
l ingkungan Satpol PP atas saran dan per intah Kepala 
Satpol PP yang berhak member i sanksi ; 

e. melaksanakan segala keputusan atasan pada anggota 
Satpol PP dan yang melanggar kode et ik, d is ip l in , dan 
standar operasional prosedur serta p r oduk h u k u m Daerah 
d i l ingkungan Satpol PP; dan 

f. me lakukan koordinasi/fasi l i tasi dan kerjasama dengan 
instans i l a in ba ik d i da lam l ingkup Satpol PP m a u p u n d i 
luar Satpol PP u n t u k t indak lan ju t da lam pengamanan d i 
l ingkungan Daerah. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 6 

PTI mempunya i fungsi : 
a. pelaksanaan penegakan d is ip l in , standar operasional 

prosedur, dan Kode E t ik Polisi Pamong Praja; 
b. pelaksanaan penegakan p roduk h u k u m Daerah d i l ingkungan 

Satpol PP; 
c. pelaksanaan keter t iban dan ketentraman d i l ingkungan Satpol 

PP; 
d . pelaksanaan kebi jakan Kepala Satpol PP; 
e. pelaksanaan koordinas i tata ter t ib dan d is ip l in d i l ingkungan 

Satpol PP dengan Kepala Satpol PP dan Kepala b idang 
Penegakan Perundang - Undangan Daerah; 

f. pemberian pengajuan saran/rekomendasi dan pert imbangan 
pada p imp inan atas penegakan kode et ik , d is ip l in , dan 
standar operasional prosedur yang khususnya be rhubungan 
dengan tugas PTI; dan 

g. pelaksanaan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan 
sepanjang t idak bertentangan dengan pera turan perundang-
undangan. 

Paragraf 4 
Wewenang 

Pasal 7 

(1) PTI mempunya i wewenang: 
a. menyusun program dan pelaksanaan pengamanan da lam 

rangka pembinaan dan pengawasan in te rna l anggota 
Polisi Pamong Praja dan Banpol PP; / 
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b. menyiapkan adminis t ras i pembinaan, pengawasan, dan 
penyel idikan pelanggaran Kode Et ik Polisi Pamong Praja 
dan Banpol PP dan; 

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kode E t ik 
Polisi Pamong Praja dan Banpol PP; 

d. menyelenggarakan penegakan h u k u m , pembinaan d is ip l in 
dan pengamanan d i l ingkungan Satpol PP; 

e. mengawasi, menyel id ik i serta menghadirkan pelanggar 
Kode Et ik Polisi Pamong Praja, dan Banpol PP, apabila 
d iduga/patut d iduga adanya pelanggaran Kode Et ik Polisi 
Pamong Praja, dan Banpol PP; 

f. menyampaikan hasi l pengawasan, penyel idikan atas 
pelanggaran Kode E t ik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP 
dalam ben tuk Berita Acara Pemeriksaan; 

g. membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan, 
penyel idikan dan pelanggaran Kode E t ik Polisi Pamong 
Praja dan Banpol PP kepada Kepala Satpol PP; 

h . me lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan Kode E t ik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP; 
dan 

i . melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan 
sepanjang t idak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Da lam melaksanakan wewenangnya sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), PTI t idak berwenang me lakukan penangkapan 
dan/atau penahanan. 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 8 

(1) Susunan Organisasi Un i t PTI, t e rd i r i dar i : 
a. Komandan PTI; dan 
b. Anggota; 

(2) S t r u k t u r organisasi Un i t PTI sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), t e rcantum pada lampi ran yang merupakan bagian 
t idak terp isahkan da lam Peraturan Bupa t i i n i . 

BAB V 
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Komandan PTI 

Pasal 9 

Komandan PTI mempunya i tugas memban tu Kepala Satpol PP 
da lam memimp in , mengatur, membina, mengendal ikan, dan 
mengoordinasikan Waki l Komandan dan Anggota PTI da lam 
bidang pembinaan dan pengawasan interna l Kode Et ik Polisi 
Pamong Praja dan Banpol PP. / 
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Pasal 10 

U n t u k melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
7, Komandan PTI mempunya i fungsi sebagai ber ikut : 
a. perumusan kebi jakan teknis d i b idang penegakan, pembinaan 

dan Kode Et ik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP; 
b. pelaksanaan penyel idikan terhadap laporan masyarakat 

da lam ha l adanya anggota Polisi Pamong Praja dan/atau 
Banpol PP d iduga/patut d iduga me lakukan pelanggaran; dan 

c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi 
Pamong Praja dan Banpol PP. 

Bagian Kedua 
Anggota 

Pasal 11 

Anggota PTI mempunya i tugas memban tu Komandan PTI da lam 
pelaksanaan tugas PTI. 

Pasal 12 

U n t u k melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
9, Anggota PTI mempunya i fungsi sebagai ber ikut : 
a. pelaksanaan penegakan h u k u m , pembinaan d is ip l in dan Kode 

E t ik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP; 
b. pelaksanaan penyel idikan terhadap laporan masyarakat 

da lam ha l adanya anggota Satpol PP dan/atau Banpol PP 
d iduga/patut d iduga me lakukan pelanggaran; 

c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi 
Pamong Praja dan Banpo l PP; 

d . pelaksanaan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Satpol PP 
dan Komandan PTI sepanjang t idak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 13 

(1) Uni t PTI d isamping bertugas sebagai pembinaan, pengawasan 
in te rna l Kode E t ik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP, j uga 
melaksanakan tugas penyu luhan Penegakan Perundang -
Undangan Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan dan Anggota PTI 
wajib menerapkan pr ins ip koordinasi , integrasi, s inkronisas i 
dan profesionalisme baik da lam l ingkungan Satpol PP, Un i t 
PTI, antar bidang, seksi/subbagian, m a u p u n dengan ins tans i 
la in d i luar Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing. / 
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Pasal 14 

Komandan PTI waj ib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan 
apabila terjadi penyimpangan agar mengambi l langkah- langkah 
yang d iper lukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang ber laku. 

Pasal 15 

Komandan PTI wajib meng ikut i dan mematuh i pe tun juk dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. 

BAB VI I 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 
Pengangkatan 

Pasal 16 

(1) PTI berasal da r i Pegawai Negeri Sipi l Satpol PP yang 
d ipandang cakap da lam bekerja dan memi l ik i kepr ibadian 
yang baik, yang d i t u n j u k dar i seksi/subbagian; 

(2) Pengangkatan PTI d iusu lkan oleh Kepala Seksi Pembinaan, 
Pengawasan, dan penyu luhan mela lu i Kepala Bidang 
Penegakan Perundang -Undangan Daerah Satpol PP kepada 
Kepala Satpol PP; 

(3) Pengangkatan sebagai anggota PTI d i te tapkan dengan 
Keputusan Kepala Satpol PP. 

Pasal 17 

Pengangkatan Anggota PTI sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
16 ayat (2) harus memenuh i persyaratan sebagai ber ikut : 
a. pegawai negeri s ipi l berpangkat serendah-rendahnya pengatur 

muda/golongan Ha; 
b. telah meng ikut i pend id ikan dan pe lat ihan dasar satpol-pp dan 

d inyatakan lu lus ; 
c. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA/sederajat; dan 
d. sehat j a sman i dan rohan i yang d inyatakan dengan surat 

keterangan dokter. 

Bagian Kedua 
Pemberhentian 

Pasal 18 

(1) Pemberhentian keanggotaan PTI d i l akukan oleh Kepala Satpol 
PP; 

(2) Pemberhentian PTI sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
ha rus disertai dengan alasan-alasan dan b u k t i pendukung ; 

(3) Pemberhentian sebagaimana d imaksud pada ayat (1), dapat 
d i l akukan apabila: 
a. berhent i sebagai Pegawai Negeri Sipi l ; / 
b. d ip indahtugaskan ke luar Satpol PP; fi 
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c. atas permintaan sendir i ; 
d. melanggar Kode E t ik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP 

berdasarkan pu tusan Kepala Satpol PP; 
e. melanggar d is ip l in ; 
f. d i te tapkan sebagai tersangka da lam sua tu perkara pidana; 

dan/a tau 
g. meninggal dun ia . 

(4) Pemberhentian sebagai anggota PTI d i te tapkan dengan 
keputusan Kepala Satpol PP. 

Kepada anggota PTI dapat d iber ikan honora r ium dengan besaran 
sesuai dengan standar satuan harga belanja pegawai yang 
d i te tapkan oleh Bupa t i . 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta 
Daerah Kabupaten Bombana. 

BAB VI I I 
HONORARIUM 

Pasal 19 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

PARAF K00RD1NASI 
Dite tapkan d i Rumbia 
pada tanggal 3 0 M * m 2021 

D iundangkan d i Rumbia 
pada tanggal 2>0 M* f «T 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
BUPATEN BOMBANA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 9g 



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

29 TAHUN 2021 
2)0 V^Af^v 2021 
PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

BAGAN ORGANISASI (NON STRUKTURAL) 
UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA 

KASAT POL-PP 

KOMANDAN PTI 

WAKIL KOMANDAN 

ANGGOTA 

P E N E G A K P E N E G A K 
K O D E E T I K P R O F E S I TAT IB DAN DISIPLIN 

Keterangan : 
Garis Komando 
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